




c. mengadakap pembinaan terhadap usaha masyarakat clan 
stake holder di bidang pupuk dan pestisida; dan 

d. mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dart 
pestisida yang beredar di pasaranserta dampak negatif 
yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan 
lingkungan hidup. 

3. Wewenang : 
a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu 

pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan 
mengusulkan petugas dan i instansinyautnuk ditetapkan 
sebagai pengawas pupuk dan pestisida; 

b. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk 
dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 
baik dan betjalan lancer; 

c. meminta keterangan dan penjelasan dan i pihak yang 
berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan 
pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu harga dan 
penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta 
pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada; 

d. menerima laporan dan i masyarakat dan/atau pelaku 
usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan 
penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida 
serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan 
pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan 
pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan 
tersebut, dan apabila diperlukan dapat memanggil 
pelakuknya untuk dimintai keterangan dan 
penjelasansesuai dengan yang dibutuhkan dan 
selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan; 

e. merkoordinasi dengan Lembagafinstansi yang menangani 
hukum, PPNS untuk menindak lanjuti kegiatan 
peredaran, penggunaan pupuk/pestida yang bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian pihak lain; 

f. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak 
terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dan i peredaran 
atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida; 

g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang 
berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam 
pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; 

h. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar 
yang dapat merugikan masyarakat umum. Tindakan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan 
setelah diputuskan dalam rapat koordinasi; dan 

i. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk 
menyelaraskan pelaksan.aan tugas pengawasanpupuk dan 
pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 
wewenang masing-masing instansi berkaitan dengan 
penanganan pupuk dan pestisida di tingkat 
Kabupaten/kota di Provinsi. 

4. Kewajiban: 
a. melakukan rapat koordinasi sekali dalam sebulan atau 

sesuai dengan kebutuhan; 
b. melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida 

kepada Bupati dan Komisi Pengawasan Pupuk dan 
Pestisidadi tingkat Provinsi serta Pusat (Direktorat pupuk 
dan Pestisida); 



c. mengikuti , rapa' t koordinasi ataupun pembinaan yang 
dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
Provinsi; 

d. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan 
penjelasan kepada Bupati terkait hasil temuan 
pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; 

e. melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan 
terhadap pengadaan penyaluranserta harga pupuk dan 
pestisida; dan 

f. melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan 
pestisida. 

KEEMPAT Kepala Bagian Perekonomian dan. SDA Setda Kabupaten Kerinci 
bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan 
Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan 
laporan pelaksanaan kegiatan. kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal  .S‘ KA &ilk- 2024 

Pj. BUPATI KERINCI, 

Tembusan disampaikan kepada, Yth: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak. 
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak. 
3. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Lingkup Kabupaten Kerinci di Siulak. 
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar). 
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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